Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Badan Pemeriksa Korupsi dalam Penguatan Gerakan Berperspektif Masyarakat Sipil by Anugrah Putri, Ovie Febri Ana Dita Sari
 
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Badan 
Pemeriksa Korupsi dalam Penguatan Gerakan 







Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Malang 












OVIE FEBRI ANA DITA SARI A. P  201710310311001 
 
 
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 








 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Badan 
Pemeriksa Korupsi dalam Penguatan Gerakan 





Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 
Universitas Muhammadiyah Malang 
Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar (S1) Sosiologi 
 
Oleh : 




1. Drs. Sulismadi, M.Si 
2. Awan Setia Dharmawan, M.Si 
 
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 


























































Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
 
 
Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas 
keberkahan, rahmat dan hidayah-Nya, yang telah diberikan kepada penulis atas 
kemudahan dalam proses penulisan skripsi ini, serta penulis mengucapkan 
terimakasih kepada semua pihak bahwa pada akhirnya penulis berhasil 
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Badan Pemeriksa Korupsi dalam Penguatan Gerakan Berperspektif 
Masyarakat Sipil” dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat 
untuk mencapai derajat Sarjana Strata I, dan lebih dari itu sesungguhnya skripsi ini 
merupakan proses rangkuman dari proses pembelajaran yang telah ditempuh 
selama perkuliahan. 
Penulis sadar betul akan kekurangan yang masih terdapat pada skripsi ini, serta 
jauh dari kata sempurna dari berbagai hal. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas 
dari berbagai pihak yang telah mendukung penulis. Untuk itu penulis menyampaikan 
ucapan terimakasih, kepada: 
1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Bapak Dr. Rinikso Kartono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. Bapak Rachmad K. Dwi Susilo, M.A, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Sosiologi Universitas Muhammadiyah  Malang.  
4. Bapak Drs. Sulismadi, M.Si, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Awan Setia 
Dharmawan, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, 





5. Dr. Wahyudi, M.Si selaku dosen wali Sosiologi A 2017 yang telah banyak 
memberikan dukungan pada kita semua untuk segera menyelesaikan skripsi. 
6. Bapak/Ibu dosen Sosiologi yang telah membagi dan memberikan pengetahuan 
yang lebih selama perkuliahan. 
7. Staff Jurusan, Pengurus Program Studi Sosiologi dan Tim Lab Sosiologi, Pak 
Awan, Pak Aan, serta Pak Ali. 
8. Kedua orang tua saya yang saya hormati, terutama Ayah saya yang selalu terus 
mendoakan, dan mendukung saya disetiap langkah saya Ayahanda Sulimin dan Ibu 
saya Dwi Sri P. 
9. Teman dekat saya yang selalu mendukung, memotivasi, dan menemani saya dikala 
saya mengalami kejenuhan dalam hal apapun, dan mungkin akan menjadi teman 
hidup saya di tahun depan Mohammad Ilmi Adlil Insani.   
10. Seluruh teman-teman saya dalam Kelas Sosiologi A angkatan 2017 khususnya, Ari 
Sri Ekawati, Aulia Nur Kholis, Rizky Mutiara Yanti, serta teman seperjuangan 
yang saling membantu melawan badai keresahan dalam proses penulisan Skripsi 
ini.  
11. Keluarga Khon Kaen University, Ajarn Siwach, P’ Imm, Prof. Ando, Ajarn Penee, 
Ajarn Noon, Ajarn Ta, Ajarn Narong, China dan Lu’wa. Serta Sobat Sambat 
“Angarb” Kamila, Vanny, Novia, Nabilla, Amira, Cinta, Isma, Mutia, Riyo, Imam, 
Resgy, Bagas, Sandy, Riko, Zihab, Dika, Saputra. Serta semua pihak yang telah 







Penulis menyadari bahwa hasil karya sederhana ini kiranya masih jauh dari kata sempurna 
sebagai karya ilmiah. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 
harapkan dari pembaca sekalian. Pada akhirnya penulis berharap karya ini nantinya bisa 
bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca. Serta harapan lebih dari penulis agar dapat 






Malang, 8 September 2021 
           Penulis, 
 
 





 MOTTO HIDUP 
 









They can say it all sounds crazy  
They can say, they can say I've lost my mind 
I don't care, I don't care, so call me crazy 
We can live in a world that we design 
'Cause every night I lie in bed 
The brightest colors fill my head 
A million dreams are keeping me awake 
I think of what the world could be 
A vision of the one I see  
A million dreams is all it's gonna take 
A million dreams for the world we're gonna make. 
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Abstract 
The phenomenon of changing the contents of the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
law article became the most highlighted political problem in Indonesia at the end of 2019. The 
reason for this incident was predicted to be the end of the triumph of the journey of the KPK 
institution as the only independent institution authorized to follow up on corruption cases in 
Indonesia. Thus, this research aimed to study the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Strengthening Movement in The Civil Society Perspective. The data source of this research is 
based on events that occurred at the end of the year, as well as the many local and national media 
outlets that covered this event as a historic event during the reign of the president of the Repubic 
of Indonesia at this time. Researchers conducted futher literature studies, and the thoughts of 
experts with data analysis, as well as accurate information through news media and other literary 
assistance and uses analytical theory as a basic guideline for researching a caase. 
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The results found that : Community actions or movements created by many student throughout 
Indonesia, as well as the surrounding community, are a picture that most of the people of the 
State of Indonesia care about the principles of justice that will be deliberately relaxed by the 
ruling govenrment at this time. So that this community movement seized the attention of the 
people of the State of Indonesia to participate by supporting the demonstration to strengthen the 
KPK as the only corruption investigating institution established in the State of Indonesia. The 
basic principle of the investigative regulation that is being redesigned is considered detrimental 
to the KPK institution in investigating every case of corruption. The planned amendment to the 
article of the KPK law that will be ratified has drawn a lot of pros and cons that caused turmoil 
among the people. So that the Indonesian people must unite by creating a social movement to 
fight for justice for institutions that are responsible for fighting corruption which is a classic 
problem of the Indonesian nation. Another purpose of making this article is as a flashback of 
legal and political problems that occurred in Indonesia at that time. So that the community and 
the government system and legal system in the future. 




 Fenomena perubahan isi pasal undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menjadi persoalan politik yang paling disoroti di Indonesia di penghujung tahun 2019. Penyebab 
kejadian ini digadang-gadang menjadi akhir dari kejayaan perjalanan KPK. sebagai satu-satunya 
lembaga independen yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus korupsi di Indonesia. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Gerakan Penguatan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Masyarakat Sipil. Sumber data penelitian ini adalah 
berdasarkan peristiwa yang terjadi di penghujung tahun, serta banyaknya media lokal dan 




presiden Republik Indonesia pada saat ini. Peneliti melakukan studi literatur lebih lanjut untuk 
mendapatkan informasi yang lebih mendalam dengan dukungan dari sedikit berita yang 
dipublikasikan secara online, serta pihak lain yang mendukung jurnal ini. Pengumpulan data 
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan mengandalkan studi kepustakaan, dan 
pemikiran para ahli dengan analisis data, serta informasi yang akurat melalui media berita dan 
bantuan sastra lainnya, serta menggunakan teori analitis sebagai pedoman dasar untuk meneliti 
suatu kasus. 
  Hasil penelitian menemukan bahwa: Tindakan atau gerakan masyarakat yang banyak 
dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia, maupun masyarakat sekitar, merupakan 
gambaran bahwa sebagian besar masyarakat Negara Indonesia peduli terhadap prinsip keadilan 
yang sengaja akan dilonggarkan dengan putusan. pemerintah saat ini. Sehingga gerakan 
masyarakat ini menyita perhatian masyarakat Negara Indonesia untuk turut serta mendukung aksi 
unjuk rasa untuk memperkuat KPK sebagai satu-satunya lembaga penyidik korupsi yang 
didirikan di Negara Indonesia. Prinsip dasar peraturan penyidikan yang sedang dirancang ulang 
itu dinilai merugikan institusi KPK dalam mengusut setiap kasus korupsi. Rencana perubahan 
pasal UU KPK yang akan disahkan menuai banyak pro dan kontra yang menimbulkan gejolak di 
masyarakat. Sehingga bangsa Indonesia harus bersatu dengan menciptakan gerakan sosial untuk 
memperjuangkan keadilan bagi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab memerangi korupsi 
yang merupakan masalah klasik bangsa Indonesia. Tujuan lain dari pembuatan artikel ini adalah 
sebagai kilas balik masalah hukum dan politik yang terjadi di Indonesia saat itu. Sehingga 
masyarakat dan pemerintah Negara Indonesia juga dapat belajar untuk memperbaiki sistem 
pemerintahan dan sistem hukum di masa yang akan datang.   
  







Fakta revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
ditengarai menjadi polemik hangat bagi masyarakat Indonesia. Usulan revisi 
Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tiba-tiba muncul ke 
permukaan masyarakat. Fakta pe-revisian Undang-Undang yang diajukan DPR 
menuai banyak tanggapan dari masyarakat bahkan menimbulkan pro dan kontra 
yang bisa berujung pada konflik dan perdebatan rumit yang datang dari semua 
lapisan masyarakat. Mulai dari politisi, aktivis, mahasiswa, hingga masyarakat, 
sepakat menolak setiap perubahan isi pasal KPK yang akan disahkan. 
Hal ini dapat digambarkan dengan beberapa aksi masyarakat, mahasiswa, 
dan aktivis politik di berbagai daerah yang dengan sengaja turun ke jalan untuk 
mengadakan gerakan masyarakat seperti demonstrasi agar wakil rakyat atau DPR 
menerima pendapat masyarakat yang menginginkan UU KPK disahkan dan direvisi 
karena masyarakat menganggap revisi pasal atau isi UU KPK akan membawa 
dampak bagi lembaga negara ini. Masyarakat menilai perubahan beberapa pasal 
akan membuat kewenangan serta otoritas penuh KPK untuk mengawasi koruptor 
semakin longgar atau berkurang. KPK pertama kali didirikan pada tahun 2002 oleh 
Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri. 
Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercipta karena 
Megawati saat itu melihat institusi kejaksaan dan kepolisian terlalu kotor, sehingga 
dianggap tidak mampu menangkap para koruptor. Karena kejaksaan dan polisi sulit 
dibubarkan, akhirnya dibentuk sebuah lembaga untuk menangani dan mengawasi 
para koruptor yang dikenal dengan nama KPK. Bahkan sebelum pemerintahan 
Megawati, ide awal pembentukan KPK sudah mulai muncul sejak pemerintahan 




2019). Rencana revisi UU KPK sudah muncul sejak pemerintahan presiden SBY 
'Susilo Bambang Yudhoyono', di mana DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sangat 
bertekad untuk merevisi pasal-pasal dalam UU KPK yang pada akhirnya tidak 
pernah terealisasi dan tidak pernah terjadi. 
Kemudian, di era Presiden Joko Widodo “Jokowi”, revisi UU KPK kembali 
muncul. Pada tahun 2015, DPR RI mencoba merevisi Undang-Undang KPK, 
namun tidak terlaksana karena Jokowi menunda adanya rencana pe-revisian UU 
KPK. Dan juga, pada tahun 2019, wacana tersebut kembali muncul. Kali ini, DPR 
RI berhasil merevisi dan meratifikasi revisi UU KPK. Jokowi menyetujui beberapa 
poin perubahan UU KPK dan tidak menolak. Hal ini mulai menjadi polemik di 
masyarakat, dan masyarakat menganggap bahwasannya Presiden Jokowi juga 
berniat untuk melemahkan atau mengurangi otoritas KPK. Fakta peristiwa ini 
menjadi salah satu faktor yang timbul dari penolakan berbagai lapisan masyarakat 
di Indonesia dan timbul dari berbagai daerah sehingga warga dan masyarakat yang 
bertentangan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden 
Joko Widodo telah berinisiatif membuat gerakan dengan tagar SAVE KPK. 
Insiden penolakan ini bisa menimbulkan kekacauan di beberapa daerah. Dan 
ini merupakan refleksi dari hasil aksi massa atau gerakan sosial yang tampil turun 
ke jalan dan melakukan aksi-aksi untuk turun ke jalan, dengan mengusung tema 
gerakan penguatan KPK atas revisi UU yang akan disahkan saat itu. Penelitian ini 
dilakukan untuk membuka jendela pengetahuan mengenai sisi positif dari tindakan 
atau gerakan masyarakat yang terjadi di Indonesia dan dunia. Agar demonstrasi 
dapat dilakukan secara damai tanpa adanya kekerasan yang mendukung. 
Dengan berlangsungnya demonstrasi yang berkelanjutan, diharapkan semua 




ada gesekan kepentingan maupun tujuan antara masyarakat dengan pemerintah 
yang sedang menjabat. Tujuan lain dari adanya penelitian ini adalah agar 
masyarakat Indonesia dapat mempelajari apa yang harus dilakukan sebagai 
masyarakat yang baik untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah secara 






 Komisi Pemberantasan Korupsi' atau lebih dikenal dengan KPK memiliki 
arti sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk meningkatkan efektifitas dan 
efektivitas upaya pemberantasan korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari 
pengaruh kekuasaan apapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tugas 
KPK adalah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan korupsi; mengawasi instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan korupsi; melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak 
pidana korupsi; melakukan tindakan pencegahan korupsi, dan memantau 
penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugasnya, KPK 
berpedoman pada lima prinsip, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, 
kepentingan umum, dan proporsionalitas.   
  Selain itu, KPK juga bertanggung jawab kepada publik dan melapor secara 
terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK juga berwenang 
meminta informasi pemberantasan korupsi kepada instansi terkait; mengadakan 
dengar pendapat atau pertemuan dengan lembaga yang berwenang melakukan 
pemberantasan korupsi; serta meminta laporan dari instansi terkait terkait 
pencegahan korupsi (Putra, 2019). Semua tugas pokok, kebijakan, dan wewenang 
tersebut sudah tertuang dalam UU KPK. Namun pada akhirnya DPR atau DPR 
dengan tegas memperkeras UU yang menjadi dasar kebijakan ini. Dilansir dari 'IDN 
TIMES Jabar', adanya revisi UU KPK yang disahkan DPR RI disebut-sebut 
membunuh KPK. 
Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), 
Asfinawati, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang 




terabaikan. Semua tugas pokok, kebijakan, dan wewenang tersebut sudah tertuang 
dalam UU KPK. Namun pada akhirnya DPR atau DPR dengan tegas memperkeras 
UU yang menjadi dasar kebijakan ini. Dilansir dari 'IDN TIMES Jabar', adanya 
revisi UU KPK yang disahkan DPR RI disebut-sebut membunuh KPK. Menurut 
Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, 
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang direvisi nanti, 
dikhawatirkan bisa membuat proses penyidikan kasus mega korupsi terabaikan.  
Terlebih terdapat aturan dalam UU yang menyebutkan bahwa penyidik yang 
bekerja di komisi lintas agama yang terdapat dalam bagian dari Lembaga Komisi 
Pemberantasan Korupsi harus berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) 
(Putri, 2019). Sementara penyidik yang saat ini bekerja di KPK tidak semuanya 
merupakan ASN. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kasus yang pernah 
ditangani oleh penyidik KPK sebelumnya dapat dianggap tidak sah karena penyidik 
tersebut bukan penyidik yang berstatus ASN atau Aparatur Sipil Negara. 
Direktur YLBHI 'Asfinawati' juga menilai selama ini apa yang dilakukan 
Presiden Jokowi terkait pemberantasan korupsi hanyalah kebohongan belaka. 
Pasalnya, meski sudah berjanji mencalonkan diri, ia kerap mengatakan akan terus 
memperkuat KPK, namun kenyataannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu 
akhirnya ikut meratifikasi revisi UU nomor 30 tahun 2002 itu. Pasal-pasal yang 
akan diratifikasi dalam revisi tersebut adalah Bagian Pertimbangan UU 30/2002 
yang berbunyi bahwa; “Lembaga pemerintah yang menangani kasus korupsi belum 
berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.” 
  Dan direvisi menjadi; 
 “Bahwa kepolisian, kejaksaan, dan KPK sebagai lembaga yang menangani 




dapat efektif dan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi berdasarkan asas 
pemerataan kewenangan dan perlindungan masyarakat. hak asasi Manusia." 
Dimana dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tim penyidik KPK harus 
memperhatikan HAM “Hak Asasi Manusia” sebagai dasar pengambilan keputusan, 
baik putusan pidana, maupun pemidanaan. Selain itu, Pasal 3 menyatakan bahwa; 
“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari 
pengaruh kekuasaan apapun” Wujud; “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 
lembaga negara dalam kelompok kekuasaan eksekutif yang dalam menjalankan 
tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 
apapun”. Dari isi revisi undang-undang ini, dapat disimpulkan bahwa KPK atau 
Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini bekerja di bawah pengawasan dan naungan 
eksekutif. Hal seperti ini membuat masyarakat Indonesia geram dan tidak percaya 
kepada pemerintah karena pemerintahan di bawah pemerintahan Presiden Joko 
Widodo dinilai gagal memimpin negara dengan keputusannya melemahkan 
kewenangan kewenangan KPK yang merupakan lembaga pemberantasan koruptor. 
Dilansir dari 'detiknews', Peneliti ICW Donal Fariz mengatakan Jokowi 
lebih mendengarkan keputusan partai politik yang telah mendukung serta 
mengusungnya daripada suara rakyat. Ia mengatakan, “Dengan ditandatanganinya 
Surat KEPPRES (Surat Keputusan Presiden) peristiwa ini akan menjadi sejarah 
terburuk dalam kepemimpinan Jokowi. 
Aktivis dan pengamat politik di Indonesia juga menilai KPK saat ini berada 
di ujung tanduk, dan mereka sebagai pengamat mengaku kecewa dengan keputusan 
Jokowi tentang 'Supres' (surat presiden) mengenai pe-revisian Undang-Undang 




Indonesia. Presiden Jokowi dinilai gagal memenuhi harapan publik dan gagal 
menepati janji atas pencalonannya pada 2019 untuk memperkuat kewenangan KPK 
dalam pemberantasan korupsi.  
Berdasarkan putusan yang dinilai salah tersebut, masyarakat berkumpul 
untuk mengadakan gerakan sosial atau penguatan (aksi penguatan), serta aksi 
penolakan dengan tujuan agar revisi UU KPK batal atau dibatalkan. Ada beberapa 
gerakan masyarakat yang digelar di berbagai daerah, antara lain demonstrasi dan 
aksi damai. Dalam aksi damai di Jakarta, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menggelar aksi #SAVEKPK dengan membagikan sekitar 1.000 tangkai 
bunga kepada warga dalam kegiatan car free day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel 
Indonesia. Tindakan ini merupakan bentuk penolakan terhadap draf revisi UU KPK 
yang dinilai sangat bermasalah (Rachman, 2019). 
Selain aksi damai, beberapa aksi mahasiswa di berbagai daerah turun ke 
jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembatalan revisi UU KPK yang 
dinilai tidak berpihak pada rakyat. Demonstrasi yang diselenggarakan oleh 
mahasiswa serta para aktivis di berbagai daerah di Indonesia juga sempat 
menimbulkan kericuhan di berbagai tempat dimana mereka menggelar demonstrasi. 
Seperti dilansir CNN Indonesia, aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK yang 
digelar banyak elemen mahasiswa di Kepulauan Riau (Kepri) itu berujung ricuh. 
Massa di antaranya adalah mahasiswa yang terlibat kontak fisik dengan aparat 
keamanan di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kepri (Wicaksono, 2019). 
Gerakan penguatan KPK ini, serta aksi unjuk rasa yang terjadi, merupakan 
gambaran bahwa Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang menjunjung 
tinggi bentuk dan sistem demokrasi. Dimana semua warga negara memiliki hak 




Masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, dan 
masyarakat juga berhak berbicara atas keputusan pemerintah untuk kepentingan 
bersama. Sehingga mereka berhak mengeluarkan pendapatnya dalam bentuk 
apapun, termasuk demonstrasi atau mengadakan aksi sosial dan gerakan sosial yang 
positif.  
  Dalam hal ini dapat dilihat bahwa gerakan sosial itu sendiri memiliki 
pengertian aktivitas sosial berupa sejenis aktivitas kelompok yang merupakan 
kelompok informal yang berbentuk organisasi, sejumlah besar individu yang secara 
khusus fokus pada bidang sosial. atau isu politik dengan menerapkan, menolak, atau 
mengkampanyekan perubahan sosial. Dalam teorinya, Anthony Oberschall 
mengatakan bahwa sebuah gerakan sosial muncul karena masyarakat tidak puas 
dengan keputusan yang telah diambil, dan teori ini dimasukkan ke dalam Resource 
Mobilization Theory atau Teori Mobilisasi Sumber Daya (RMT) (Sukmana, 2013). 
  Perkembangan gerakan sosial dipandang sebagai produk kekuatan 
lingkungan baik internal maupun eksternal gerakan. Faktor internal meliputi 
kepemimpinan, tingkat ketersediaan sumber daya, ukuran kelompok, dan tingkat 
organisasi internal. Sedangkan faktor eksternal meliputi: tingkat represi dari 
masyarakat (tingkat represi masyarakat), tingkat simpatisan eksternal (luas 
simpatisan eksternal), dan jumlah dan kekuatan kelompok politik (jumlah dan 
kekuatan kelompok politik) (Sukmana , 2013). 
 Teori ini dibuktikan dengan adanya pendapat Pichardo dalam 
penelitiannya (1988) tentang 'Mobilization' bahwa interaksi berbagai faktor disebut 
sebagai faktor penentu perkembangan dan perilaku suatu gerakan sosial. Pendapat 
lain datang dari Rajendra Singh, seorang Lingkungan dari India, ia berpendapat 




untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial dan dapat memobilisasi anggota 
masyarakat untuk mencoba menyuarakan keluhan terhadap musuh entah itu negara, 
lembaga atau bagian lain dari masyarakat (Singh, 2010).  
  Dari perspektif Civil Society, gerakan sosial dimanifestasikan ke dalam 
beberapa jenis, pertama resistensi simbolik yang mencakup berbagai tindakan tidak 
langsung untuk mengontrol dominasi negara. Tujuan utama dari jenis kegiatan ini 
adalah untuk menampilkan berbagai keluhan dan klaim secara simbolis dalam 
bentuk tulisan, pertunjukan seni, dan diskusi dengan nada kritik. Kedua, 
perlawanan pragmatis dilakukan sebagai reaksi langsung terhadap kebijakan 
pemerintah atau sistem sosial-ekonomi-politik yang sedang berlangsung. 
Perlawanan semacam ini biasanya melibatkan ormas, partai politik, bahkan 
mahasiswa. Ketiga, resistensi simbolik-pragmatis adalah tindakan langsung 
maupun tidak langsung yang menuntut terciptanya situasi sosial politik yang lebih 
baik (Parmudi, 2017).  
  Dari perspektif Civil Society, gerakan sosial dimanifestasikan ke dalam 
beberapa jenis, pertama resistensi simbolik yang mencakup berbagai tindakan tidak 
langsung untuk mengontrol dominasi negara. Tujuan utama dari jenis kegiatan ini 
adalah untuk menampilkan berbagai keluhan dan klaim secara simbolis dalam 
bentuk tulisan, dan diskusi dengan nada kritik. Kedua, perlawanan pragmatis 
dilakukan sebagai reaksi langsung terhadap kebijakan pemerintah atau sistem 
sosial-ekonomi-politik yang sedang berlangsung. Perlawanan semacam ini 
biasanya melibatkan ormas, partai politik, bahkan mahasiswa. Ketiga, perlawanan 
simbolik-pragmatis adalah tindakan langsung maupun tidak langsung yang 
menuntut terciptanya situasi sosial politik yang lebih baik.  




gambaran demokrasi yang dituangkan dalam demonstrasi dengan menyuarakan 
aspirasi mereka sebagai masyarakat. Demokrasi sendiri memiliki arti sebagai 
bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam 
pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Asas demokrasi 
juga memberikan hak untuk berpartisipasi dalam partisipasi warga negara, baik 
secara langsung maupun melalui perwakilan – dalam perumusan, pembangunan, 
dan pembuatan undang-undang. Dalam teorinya Samuel P Huntington, direktur 
Center for International Affairs (CFIA), Universitas Harvard mengungkapkan 
bahwa;  
" Demokratisasi adalah proses yang berkelanjutan, dan proses yang semakin 
tidak dapat diubah". (Miftahusyaian, 2012)  
  Memahami ungkapan Huntington di atas, demokrasi dianggap sebagai 
keniscayaan sejarah yang saat ini sedang berlangsung dan tidak mungkin kembali 
ke belakang. Dunia saat ini sedang menjadikan demokrasi sebagai “ujian besar” 
untuk menata kehidupan sosial dan politiknya, tak terkecuali dengan apa yang 
terjadi di Indonesia. Dalam sejarahnya - demokrasi selalu memunculkan berbagai 
makna sesuai dengan kondisi budaya, zaman, dan sentimen politik. Dalam konteks 
Indonesia, wajah demokrasi telah beberapa kali bermetamorfosis. Pada tahun 1945 
- 1958 Indonesia menggunakan istilah Demokrasi Liberal. 
 Namun dalam rentang pelaksanaannya, baru pada tahun 1955 saat 
pemilihan umum pertama diselenggarakan, Indonesia menerapkan 'Demokrasi 
Liberal' secara utuh. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Sukarno di hari-
hari terakhir kekuasaannya membuat istilah Demokrasi Terpimpin yang cenderung 
otoriter dan pada masa Orde Baru - Soeharto populer dengan istilah Demokrasi 




Aktivis Literasi Media yang mengatakan bahwa Demonstrasi merupakan ekspresi 
dari ekspresi sistem demokrasi. Ia menganggap bahwa ini adalah fenomena yang 
dianggap sah. Dilansir dari 'MalangPostOnline', ia mengungkapkan bahwa 
demonstrasi tersebut merupakan gerakan yang dijamin oleh undang-undang.   
  Demonstrasi adalah manifestasi dari kebebasan berbicara dan kebebasan 
berekspresi rakyat. Demonstrasi di negara-negara yang menganut demokrasi adalah 
hal yang wajar. Demonstrasi sebagai penyaluran aspirasi yang dapat dihalangi atau 
dengan sengaja dibunuh oleh penguasa atau pihak tertentu demi menutupi sebuah 
kebenaran. Sugeng Winarno juga mengungkapkan bahwa demonstrasi itu baik, 
asalkan sesuai aturan main. Semua kegiatan demonstrasi harus memiliki izin dan 
mematuhi aturan hukum. Demonstrasi tidak boleh mengganggu dan merugikan 
orang lain. Demonstrasi yang baik tentu tidak bisa menjadi anarkis dengan 
membuat keributan dan perusakan. Demonstrasi merupakan salah satu cara untuk 
menyalurkan aspirasi yang baik, sehingga maksud dan cara berdemonstrasi juga 




Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif dengan menggunakan analisis data, serta informasi yang akurat melalui 
media berita dan bantuan literatur lainnya, serta menggunakan teori analitis sebagai 
pedoman dasar untuk meneliti suatu kasus. Metode penelitian yang akan digunakan 
adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu 
metode untuk meneliti, suatu objek, suatu keadaan, suatu sistem pemikiran, atau 
suatu peristiwa pada saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan 




ini. Dengan tujuan lain agar artikel ini dapat menjadi salah satu literatur yang 
bermanfaat untuk menjadi bacaan alternatif tentang kasus pelemahan kewenangan 






Gerakan atau aksi penguatan KPK pertama kali muncul pada 8 September 
lalu, saat jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi 
#SAVEKPK dengan membagikan sekitar 1.000 tangkai bunga kepada warga pada 
kegiatan car free day di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Gerakan ini menjadi 
awal munculnya aksi-aksi massa yang turun ke jalan di berbagai daerah di 
Indonesia. Saat mahasiswa datang dari berbagai daerah, mereka mendukung aksi 
damai, serta aksi penguatan KPK dengan memberikan orasi dan berbaris langsung 
di gedung perwakilan daerah masing-masing, untuk menolak pengesahan revisi UU 
KPK terbaru (yang akan disahkan).  
Terjadinya gerakan ini tentunya menjadi sorotan tersendiri bagi masyarakat 
Indonesia, pasalnya gerakan tersebut menimbulkan beberapa kerusuhan seperti 
yang terjadi pada aksi mahasiswa di Bandung, dimana dilakukan demonstrasi yang 
berujung pada kericuhan ketika aparat berusaha membubarkan diri. massa. 
Kerusuhan yang terjadi di Bandung menyebabkan sebanyak 433 mahasiswa dan 
pelajar dari berbagai kampus dan sekolah harus dievakuasi ke UNISBA 
(Universitas Islam Bandung), dan 38 lainnya harus dirujuk ke beberapa rumah sakit 
karena mengalami luka-luka. Peristiwa konflik ini diduga karena massa merasa 
aspirasi yang mereka jawab tidak didengar dewan saat itu. 
Hal yang sama juga terjadi di ibu kota Jakarta, seperti dilansir Kompas.com. 
Demonstrasi mahasiswa yang semula berlangsung tertib di depan Gedung DPR 
berubah menjadi ricuh dan membuat suasana di sekitar gedung Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) mencekam sepanjang malam. Massa demonstrasi ini terpaksa 
bertemu dengan pimpinan DPR untuk menengahi tuntutan yang diberikan (Carina, 




permintaan untuk bertemu dengan para pemimpin ditolak. Inilah faktor pemicu 
kerusuhan, sehingga sekelompok mahasiswa berinisiatif masuk ke gedung DPR 
untuk bertemu dengan pimpinan DPR. 
Atas sikap tersebut, aparat keamanan atau polisi yang bersiaga di dalam 
gedung DPR RI menembakkan air dari water canon ke arah mahasiswa untuk 
menghalau mereka dan terjadilah keributan. Selain aksi unjuk rasa, masyarakat dan 
mahasiswa di berbagai daerah juga berbondong-bondong menggelar aksi damai. 
Seperti yang terjadi di kota Yogyakarta, beberapa mahasiswa dan masyarakat yang 
menamakan dirinya Aliansi Rakyat Bergerak untuk melaksanakan aksi damai 
'Gejayan Memanggil' pada 23 September 2019, yang dipusatkan di Simpang 
Gejayan atau Jalan Affandi. Gerakan ini ditengarai sebagai gerakan sosial yang 
bertujuan untuk memberikan keadilan bagi Lembaga KPK. 
Sebagian kalangan meyakini dan menilai aksi 'Gejayan Memanggil' 
merupakan gerakan penguatan KPK yang tidak berafiliasi dengan kampus manapun 
sehingga membawa aspirasi masyarakat pada beberapa isu hari ini mulai dari 
penundaan RKUHP hingga revisi UU KPK. Dikonfirmasi terkait aksi mahasiswa 
dan gerakan masyarakat yang terjadi, Pakar Sosiologi Pedesaan Universitas Syiah 
Kuala, Prof A Humam Hamid mengatakan, aksi massa yang menyebabkan ribuan 
mahasiswa turun ke jalan untuk berunjuk rasa itu wajar dilandasi insting. Dia 
menilai revisi UU KPK dan beberapa UU lainnya merupakan hal yang bisa 
mencederai rasa keadilan.  
Hal ini menjadi penting dan harus diperjuangkan. Prof Humam menyatakan 
bahwa fenomena ini pada akhirnya dapat dikategorikan dalam kebijakan yang 
dihasilkan oleh sekelompok orang. Prof. Humam meyakini bahwa semua ini 




sebagai kearifan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dan beliau juga 
menegaskan bahwa gerakan massa yang terjadi tidak dapat ditekuk dan terjadi 
murni pada gerakan sosial mengenai tuntutan revisi undang-undang dan hal ini 
tidak ada kaitannya dengan tujuan lain dan tentunya tidak ditunggangi oleh 




Dalam gerakan masyarakat yang terjadi di Indonesia, para mahasiswa dan 
aktivis yang menggelar demonstrasi menuntut pemerintah mau merevisi UU KPK. 
Dan mahasiswa yang mengikuti aksi tersebut juga meminta Presiden Joko Widodo 
untuk membatalkan draf revisi UU KPK yang akan disahkan. Aksi unjuk rasa 
dengan turun ke jalan juga merupakan gambaran aksi protes warga terhadap RUU 
Pertanahan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sejumlah RUU tersebut dinilai tidak 
mengikuti amanat reformasi. Sehingga, menimbulkan kerusuhan yang berujung 
pada protes massal. Masyarakat, mahasiswa, dan aktivis mendesak Presiden Joko 
Widodo untuk menunda atau membatalkan RUU ini karena RUU ini dianggap 
bermasalah dan melumpuhkan otoritas beberapa lembaga yang aktif bertindak baik. 
  Seperti KPK sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang berwenang 
melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana 
korupsi, di dalam suatu lembaga atau korporasi. Hal ini memicu perbedaan 
pendapat antara masyarakat dan pemerintah, pasal revisi UU terbaru dikhawatirkan 
akan melemahkan kewenangan lembaga KPK sehingga akan menimbulkan 
masalah baru seperti menjamurnya para koruptor di Indonesia karena kewenangan 
KPK. lembaga sebagai lembaga investigasi melemah, atau bahkan akan hilang 




Seperti yang peneliti bahas dalam Literature Review, salah satu draf baru isi 
pasal UU KPK yang akan diubah adalah pasal yang akan disahkan dalam revisi 
tertulis UU Bagian Pertimbangan UU 30/2002 yang membaca bahwa; “Lembaga 
pemerintah yang menangani kasus korupsi belum berfungsi secara efektif dan 
efisien dalam pemberantasan korupsi.” Dan direvisi menjadi;   
“Bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai 
lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan 
sinerginya agar masing-masing dapat efektif dan efektif dalam upaya 
pemberantasan korupsi berdasarkan asas persamaan kewenangan dan perlindungan 
hak asasi manusia.” Dimana pegawai penyidik harus memperhatikan asas Hak 
Asasi Manusia dalam mengadili terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana 
korupsi sehingga terdakwa tidak dapat dipidana seberat-beratnya karena pidana 
yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terikat dengan Hak Asasi Manusia yang 


















  Fakta tentang revisi undang-undang di Indonesia ini merupakan kasus 
politik yang perlu ditonjolkan. Terjadinya revisi ini tentu merusak hukum keadilan, 
sehingga rakyat Negara Indonesia dengan mudah dapat menganggap bahwa 
putusan itu ada pada Negara yang berkuasa. Sehingga dengan adanya perubahan 
undang-undang ini dikhawatirkan menjadi bumerang tersendiri bagi masyarakat 
Indonesia.  
  Fakta lain bahwa revisi undang-undang ini telah menimbulkan gejolak bagi 
masyarakat Indonesia, sehingga terjadi kerusuhan antara aparat kepolisian dan 
masyarakat saat menggelar demonstrasi untuk menggambarkan aksi penolakan. 
Sehingga fenomena ini patut dijadikan pelajaran bagi masyarakat dan pemerintah 




Sebagai peneliti dan masyarakat Indonesia, saya berharap penelitian ini 
dapat dijadikan pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat di masa yang akan 
datang agar pemerintah dan masyarakat juga dapat bertindak lebih baik di masa 
yang akan datang. Dengan harapan agar masyarakat Indonesia dapat hidup tenteram 
tanpa adanya tekanan dari pemerintah, maka pemerintah dapat menjalankan 
tugasnya dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena di Indonesia 
pemerintah dikenal dengan semboyan “Dari rakyat untuk rakyat” sebagai 
kekuasaan yang sesungguhnya ada di tangan warga negara karena pemerintah 
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